
BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 Sistem Manajemen Konstruksi Swakelola

Sistem manajemen konstruksi swakelola adalah suatu sistem manajemen

konstuksi dimana pemilik proyek sekaligus juga sebagai perencana , pengawas,

dan pelaksana pembangunan. Pengadaan penyedia jasa pada sistem ini tidak

melalui proses pelelangan.

Pada sistem ini besamya biaya suatu proyek ditetapkan dengan sistem

kontrak harga tidak tetap, pemilik proyek dituntut berperan aktif dalam setiap

kegiatan mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan proyek. Tahap

perencanaan ini dimulai dari kegiatan menyusun sasaran proyek,yaitu anggaran,

jadwal induk, standar mutu kemudian besama-sama dengan pelaksana meletakkan

dasar- dasar pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan, pengadaan

barang dan kegiatan kostruksi lainnya. Pemilik proyek juga melakukan

pemantauan dan pengawasan agar sasaran yang ditentukan dapat dicapai dengan

maksimal.

Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) telah ditetapkan sebelum proyek

dimulai oleh pemilik. RAB menjadi acuan utama untuk melakukan pengawasan

pada penyusunan Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP).

3.2 Sistem Manajemen Profesional

Sistem manajemen Konstruksi Profesional adalah sebuah perusahaan atau

organisasi yang mengkhususkan diri dalam mempraktikkan Manajemen

Konstruksi Profesianal atau mempraktikkannya pada suatu proyek tertentu

sebagai bagian dari tun manajemen proyek. Sebagai ahli konstruksi utama dalam

tim, maka Manajer Konstruksi Profesional menyediakan jasa-jasa berikut ini, atau

sebagian daripadanya, sepanjang hal itu sesuai dengan proyek khusus yang

bersangkutan.

Manajer Konstmksi Profesional bekerja bersama pemilik mulai dari awal

desain sampai akhir proyek, memimpin seluruh tim konstruksi, menyebarkan



informasi ke seluruh tim, membuat rekomendasipengembangan desain, teknologi

konstruksi, penjadwalandan ekonomisasi proyek.

Manajer Konstruksi Profesional mengajukan altematif-alternatif desain

dan konstruksi untuk dipelajari oleh tim manajemen proyek selama tahap

perencanaan dan menganahsa efek altematif-alternatif tadi terhadap biaya proyek

dan jadwal. Jika anggaran proyek, jadwaL kebutuhan kuahtas telah terpenubl,

Manajer Konstuksi Profesional memonitor perkembangan proyek agarpencapaian

selalu diketahui oleh pemilik.

Manajer Konstruksi Profesional memberi masukan dan

mengkoordinasikan pembelian material dan peralatan serta pekerjaan seluruh

kontraktor, memonitor pembayaran kontraktor, perabahan, klaim dan inspeksi

pencapain desain. Hal inimembutuhkan informasi biaya kamajuan terkini.

33 Sistem Manajemen Konstruksi

Adalah suatu metode untuk mengelola proyek dari tahap konseptual

sampai dengan tahap implementasi dan tahapan tersebut selama proses

pembangunan, terdiri dari:

a. Tahap pengembangan konsep( concept developmentphase)

b. Tahap perencanaan (designphase)

c. Tahap pelelangan (tenderphase )

d. Tahap pelaksanaan ( construction phase )

e. Tahap pemehharaan dan pengoperasian ( maintenance and operation

phase )

33.1 Tahap pengembangan konsep (concept development phase)

Untuk dapat mengungkapakan factor - factor geografis setempat dengan

seluruh kelebihan maupun keterbatasannya perlu diupayakan investigasi lapangan

secukupnya. Antara lain pengenalan terhadap yurisdiksi praktik kerja konstruksi

setempat, bersamaan dengan upaya untuk mengestimasi produktivitas serta

memperhitungkan ketersediaan tenaga terampil, mendapatkan informasi

selengkapnya mengenai standar upah ( UMR ), harga material utama bangunan



dan barang - barang lairmya. Perlu juga mengenal persyaratan perizinan dari

pemermtah setempat temtama yang berkaitan dengan izin dan keamanan

bangunan, ekploitasi sumber daya alam untuk material bangunan, izin jalan kerja,

dan wewenang hukum instansi setempat. Disamping itu, perlu penjajagan

terhadap kemampuan kontraktor setempat, asosiasi profesi konstruksi dan serikat

pekerja, perwakilan industri, untuk kemudian dapat mengenal metode dan

material konstmksi yang biasa digunakan. Investigasi lapangan termasuk juga

mengumpulkan data iklim dan cuaca setempat dalam rangka mengantisipasi

kendala pekerjaan yang berkaitandengancuaca.

332 Tahap perencanaan ( designphase)

Suatu perencanaan yang lengkap dan matang sangat menentukan

keberhasilan suatu proyek konstmksi Suatu perencanaan hams dapat

mengakomodasikan seluruh kebutuhan dan kepentingan pelaksanaan konstmksi,

sejak dari hal - hal yang bersifat tekm's termasuk metode kerja sampai dengan

dampak yang diakibatkannya. Proses Perencanaan keselumhan secara umum

dibagi menjadi empat tahap pelaksanaan, yaitu tahapan tanggapan terhadap

Arahan Penugasan atau seringkah disebut tahap pengajuan proposal, kemudian

tahap survei dan investigasi., tahap penyusunan pra-rencana atau dikenal sebagai

rencana, serta tahap perencanaan final atau perencanaan detail. Pelaksanaan

keempat tahap perencanaan tersebutdilaksanakan secara bemmtan dengan uratan

tetap, tidak bisa diubah, dan kelengkapan serta hasil masing - masing tahap sangat

ditentukan oleh hasil dari tahap sebelumnya. Sehingga agar didapat hasil

keselumhan yang optimal. Pada selang antara masing - masing tahap bisanya

diadakan pertemuan antara pihak - pihak yang terkait untuk berdiskusi,

membahas, memperjelas, dan menegaskan hasil - hasil kegiatannya. Diskusi

pembahasan pada dasarnya adalah untuk melakukan evaluasi dan penilaian

terhadaphasil yang telah dicapaipada tahapsebelumnya dan sekaligus merancang

pelaksanaan kegiatan selanjutnya.



333 Tahap pelelangan (tenderphase)

Pelelangan adalah pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara terbuka

untuk umum dengan pengumuman secara luas melalui media cetak dan papan

pengumuman resmi untuk penerangan umum serta bilamana dimungkinkan

melalui media eletronik, sehingga masyarakat luas/dunia usaha yang berminat dan

memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Bila calon penyedia barang/jasa

diketahui terbatas jumlahnya karena karakteristik, kompleksitas dan atau

kecanggihan teknologi pekerjaannya, dan atau kelangkaan tenaga ahh atau

terbatasnya perusahaanyang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut, pengadaan

barang/jasa tetap dilakukan dengan cara pelelangan.

Dalam sistem manajemen profesional untuk memilih kontraktor melalui

proses lelang yang membutuhkan biaya yang nilainya kurang lebih sekitar 5 %

dari biaya proyek dan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Pelaksanaan pelelangan dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu

pelelangan umum atau terbuka, pelelangan terbatas, pemilihan langsung,

pengadaan langsung, dan pengadaan yang menggunakan pinjaman dari luar

negeri, yang lebih lanjut akan diuraikan seperti dibawah ini.

- Pelelangan umum atau terbuka

Pelelangan umum adalah pelelangan yang dapat diikuti oleh rekanan yang

tercantum dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM) sesuai dangan bidang usaha,

ruang lingkup, atau klasifikasi kemampuannya.Rencana kegiatan pelelangan

diumumkan secara luas melalui media massa, media cetak, dan papan

pengumuman resmi untuk penerangan umum, sehingga masyarakat luas dunia

usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat

mengikutinya.Pelelangan umum dilaksanakan untuk pengadaan barang dan

jasa yang bemilai diatas lima puluh juta rupiah. Keikutsertaan dalam

pelelangan umum dilakukan dengan penawaran tertulis dan syarat

penawarannya didasarkan pada syarat mengenai pekerjaan yang akan

dilaksanakan atau barang yang akan dibeli, dan ketentuan lairmya.



Pelelangan Terbatas

Pelelangan terbatas adalah pelelangan yang hanya diikuti oleh rekanan
tertentu, sekurang-kurangnya lima rekanan yang tercantum dalam Daftar
Rekanan Terseleksi (DRT) yang dipilih diantara rekanan yang tercantum

dalam DRM sesuai dengan bidang usaha dan kualifikasi kemampuannya.

Rencana kegiatan pelangan diumumkan secara luas melalui media massa,

media cetak, dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum,

sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat serta memenuhi

kualifikasi dapat mengikutinya.

Pemilihan Langsung

Pemilihan langsung adalah pelaksanaan pengadaan tanpa melalui pelelangan

umum atau pelelangan terbatas. Dilakukan dengan membandingkan sekurang

- kurangnya tiga penawar golongan ekonomi lemah yang tercatat dalam DRM
sesuai dengan bidang usaha, ruang Iingkup, atau kualifikasi kemampuannya

Upaya perbandingan dilakukan melalui negosiasi, baik dari segi tekms
maupun harga, sehingga diperoleh harga wajar yang secara teknis dapat

dipertanggungjawabkan, Cara pemilihan langsung diterapkan pada
pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dengan nilai diatas lima belas juta

mpiah sampai dengan lima puluh juta rupiah, dan dapat menggunakan surat

perintah kerja ( SPK ) atau surat perjanjian ( kontrak ). Seperti halnya dalam
pelelangan, dibentuk panitia pengadaan pemilihan langsung yang tugas dan
kewajibannya sama dengan panitia lelang, kecuali tugas mengumumkan

secara luas perihal pengadaanyang dimaksud.

Pengadaan Langsung

Pengadaan langsung adalah pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang

dilakukan diantara rekanan golongan ekonomi lemah tanpa melalui cara

pelelangan atau pemilihan langsung. Pengadaan sampai dengan lima juta

mpiah, dapat dilakukan tanpa surat perintah kerja ( SPK ). Sedangkan

pengadaan yang bernilai diatas lima jutarupiah sampai dengan hma belas juta

rupiah, dilakukan dengan surat perintah kerja ( SPK ) kepada satu penawar
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yang tercantum dalam daftar rekanan golongan ekonomi lemah yang disusun
oleh Kepala Daerah Tingkat II.

- Pengadaan Barang atau Jasa menggunakan Pinjaman Luar Negeri
Ketentuan pengadaan barang atau jasa yang dilakukan dengan cara pelelangan
umum, pelelangan terbatas, atau pemilihan langsung yang sebagian sumber
dananya berasal dari bantuan/pinjaman/hibah boar negeri sepenuhnya berlaku,
kecuali ditentukan lain yang dicantumkan dalam naskah perjanjian pinjaman

luar negeri.

33.4 Tahap pelaksanaan (constructionphase )

Tahap kontraksi di lapangan dimulai sejak ditetapkannya pemenang

lelang, dan diawali dengan menerbitkan Surat Perintah Kerja ( SPK). Kontraktor
mengawah kegiatannya dengan mengeluarkan surat pemberitahuan saat mulai
bekerja sekaligus memuat informasi mengenai organisasi dan petugas
lapangannya. Kemudian dimulailah pekerjaan - pekerjaan persiapan berupa
pembersihan lapangan ( site clearing ), pemagaran lapangan, membuat saluran
drainasi, mendirikan kantor lapangan, barak- barak kerja, gudang, membangim
instalasi air bersih dan kotor, daya listrik untuk kerja dan penerangan, telepon,

penempatan alat - alat berat, area terbuka untuk penimbunan bahan baku, dan lain
sebagainya. Disamping itu, perlu juga mengupayakan surat izin mendirikan
bangunan, pemakain jalanraya untuk alatberat.

Pada tahap pelaksanaan proyek, haras sesuai dengan jadwal rencana kerja
yang telah ditetapkan. Ini dimaksudkan untuk mengantisipasi keterlambatan
proyek. Akibat keterlambatan proyek, kontraktor akan dikenakan denda sebesar I
%o (satu per seribu) perhari dari total biaya proyek. Ini hanya berlaku pada proyek
dengan metode profesional.

33.5 Tahap pemeliharaan dan pengoperasian ( maintenance and operation

phase)

Pada tahap ini pemeliharaan bangunan wajib dilaksanakan, mi

dimaksudkan untuk mendapatkan kualitas bangunan yang aman dan tahan lama.
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Sedangkan pada tahap pengoperasian memiliki tujuan untuk mengoptimalkan
bangunan tersebut agar dapat dioperasikan sesuai dengan rencana, misamya
bangunan tersebut akan dioperasikan sebagai pusat perbelanjaan, maka bangunan
tersebut hams mampu menahan beban mati dan beban hidup dengan aman.

Tahapan - tahapan diatas diperlakukan sebagai sistem yang menyeluruh
dan terpadu ( integrated ), dengan tujuan untuk mencapai hasil yang optimal
dalam aspek biaya, mutu danwaktu (P.T Jaya CM,1986).

Manajemen konstruksi terdiri dari kumpulan kegiatan manajerial yang

berbeda dari pekerjaan arsitektur dan rekayasa biasa dan berkaitan dengan
program kegiatan proyek konstruksi. Kegiatan ini dilakukan sejak tahap
perencanaan konseptual, pra desain, desain detail dan tahap konstruksi yang akan
memberikan kontribusi untuk mengendalikan biaya, waktu, mutu dan keselamatan

proyek konstruksi( stukhart,1987).

Manajemen Konstmksi juga merupakan gabungan antara metode

manajemen proyek modem dan ilmiah yang bertujuan untuk mengontrol waktu,
biaya dan kualitas dalam proses desain dan konstruksi suatu fasilitas bam (
Kavanagh,1978 ). Manajemen Konstruksi mempakan pendekatan inovatif dan

ilmiah untuk pengerjaan suatu proyek konstruksi (Riggs, 1978).

3.4 Fungsi DasarSistem Manajemen Konstruksi

Fungsi dasar sistem manajemen konstruksi, meliputi:

a. Merencanakan

adalah memilih dan menentukan teknologi serta metode - metode

konstruksi yang hams ditetapkan untuk mencapai sasaran. Pada saat

merencanakan suatu proyek konstruksi sangat perlu mempertimbangkan

metode konstruksinya sehingga akan didapatkan gambaran keselumhan

penyelenggaraan konstruksi. Metode konstruksi yang digunakan akan

sangat berpengaruh terhadap penyusunan rencana kerja dan pembiayaan.

b. Mengorganisir

adalah segala sesuaru yang berhubungan dengan cara bagaimana mengatur

dan mengalokasikan sumber daya suatu kelompok ( organisasi ) menjadi
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satu kesatuan struktur yang menyeluruh dalam mencapai tujuan yang

sama. Dalam suatu organisasi diperlukan pengaturan peranan masing -
masing anggota yang dijabarkan menjadi pembagian tugas, tanggung
jawab, dan otoritas. Atas dasar pembagian tersebut selanjutnya disusun
struktur organisasi.

c. Memimpin

adalah mengatur, mengarahkan dan mempengaruhi sumber daya manusia
dalam organisasi agar mau bekerja dengan suka rela untuk mencapai
sasaran yang telah ditetapkan. Mengatur, mengarahkan, dan
mempengaruhi ini erat hubungannya dengan motivasi, pelatihan, dan
konsultasi. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah gaya kepemimpinan
yang hendak diterapkan, karena hal tersebut akan mempunyai pengaruh
yang sangat besar terhadap keberhasilan dalam proses mencapai tujuan.

d. Mengendalikan

adalah menuntun, mengarahkan, mengakaji dan bila perlu mengadakan
koreksi apabila terjadi penyimpangan untuk selanjutoya dipakai sebagai
dasar penilaian kemajuan pekerjaan pada saatberikutnya.

3.5 Prosedur Pelelangan (Petunjuk Teknis Keppres no. 80 Tahun 2003 )

1. Pelelangan Umum

a. Pengumuman dan Pendaftaran Peserta

1) Panitia/pejabat pengadaan haras mengumumkan secara hias
tentang adanya pelelangan umum dengan pascakualifikasi atau
adanya prakualifikasi dalam rangka pelelangan umum untuk
pengadaan yang kompleks, melalui media cetak, papan
pengumuman resmi untuk penerangan umum serta bila

memungkinkan melalui media elektronik.

2) Isi pengumuman memuat sekurang-kurangnya :
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a) nama dan alamat pengguna barang/jasa yang akan mengadakan
pelelangan umum;

b) uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan
ataubarangyang akandibeli;

c) perkiraan nilai pekerjaan;

d) syarat-syarat pesertalelangumum;

e) tempat, tanggaL hari, dan waktu untuk mengambil dokumen
pengadaan.

3) Agar pengumiunan secara luas pada butir 1) tersebitf dapat
mencapai sasaran secara luas, efisien, dan tepat sesuai dengan
jangkauan masyarakat pengusaha yang dituju, maka pengumuman

diatur sebagai berikut:

a) Pengumuman pelelangan/prakualifikasi yang ditujukan kepada
usaha kecil termasuk koperasi kecil, menggunakan surat kabar

dan siaran radio pemerintah daerah/swasta yang mempunyai

jangkauan pembaca dan pendengar sekurang-kurangnya di
seluruh kabupaten/ kota yang bersangkutan, serta memasang

pengumuman pada papan pengumuman resmi untuk
penerangan umum yang letaknya strategis di ibukota

kabupaten/kota yang bersangkutan dan papan pengumuman

pengguna barang/jasa. Dalam hal di kabupaten/kota yang

bersangkutan tidak memiliki surat kabar hams dipergunakan
suratkabar terbitan ibukota propinsi yangbersangkutan;

b) Pengumuman pelelangan/prakualifikasi yang ditujukan kepada
perusahaan/koperasi bukan usaha kecil dengan menggunakan
surat kabar yang mempunyai jangkauan propinsi dan nasional,

serta memasang pengumuman pada papan pengumuman resmi

untuk penerangan umum yang letaknya strategis di ibukota
kabupaten/kota yang bersangkutan dan papan pengumuman

14



pengguna barang/jasa serta mengupayakan menggunakan

media elektronik/internet.

4) Calon peserta lelang dari propinsi/kabupaten/kota lain tidak boleh
dihalangi/dilarang untuk mengikuti proses lelang di propinsi/
kabupaten/kota lokasi pelelangan;

5) Dalam hal pelelangan umum dengan pascakualifikasi, apabila
penyedia barang/jasa yang memasukan dokumen penawaran

kurang dari 3 (tiga) maka dilakukan pengumuman ulang;

6) Dalam hal pelelangan umum dengan prakuahfikasi, apabila
penyedia barang/jasa yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tigaX
maka dilakukan pengumuman prakuahfikasi ulang. Penyedia
barang/jasa yang telah lulus prakuahfikasi tidak perm

diprakualifikasi ulang;

7) Apabila terbukti terjadi kecurangan dalam pengumuman lelang,

maka kepada:

a) panitia/pejabat pengadaan dikenakan sangsi administrasi, ganti rugi
dan/atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

b) penyedia barang/jasa yang terhbat dikenakan sangsi tidak boleh
mengikuti pengadaan barang/jasa pemermtah selama 2 (dua) tahun,
dan sangsi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

b. Pasca Kualifikasi dan Prakualifikasi

Pada prinsipnya penilaian kualifikasi atas kompetensi dan

kemampuan usaha peserta pelelangan umum, dilakukan dengan
pascakualifikasi. Khusus untuk pekerjaan yang kompleks dapat dilakukan

dengan prakualifikasi.
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1) Persyaratan Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa

a) Memiliki surat izin usaha pada bidang usahanya yang

dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yang

masih berlaku, seperti SIUP untuk jasa perdagangan, IUJK

untuk jasakonstruksi, dansebagainya;

b) Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak

pengadaan;

c) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrat, kegiatan

usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang

menjalani sanksi pidana;

d) Dalam hal penyedia jasa akan melakukan kemitraan, penyedia
barang/jasa wajib mempunyai perjanjian kerjasama
operasi/kemitra-an yang memuat persentase kemitraan dan

perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;

e) Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta

memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23

atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan yang lata;

f) Selama 4 (empat) tahun terakhir pernah memiliki pengalaman

menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah atau

swasta termasuk pengalaman subkontrak baik di lingkungan

pemerintah atau swasta , kecuali penyedia barang/jasa yang

bam berdirikurang dari 3 (tiga) tahun;

g) Memiliki kineria baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau

daftar hitam di suatu instansi;

h) Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk

usaha kecil termasuk koperasi kecil;
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i) Memiliki kemampuan pada bidang dan subbidang pekerjaan

yang sesuai untuk bukan usaha kecil:

(1) Untuk jasa pemborongan memenuhi KD = 2 NPt (KD :
Kemampuan Dasar, NPt: nilai pengalaman tertinggi) pada
subbidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil
dalamkurunwaktu7 (tujuh) tahun terakhir,

(2) Untuk pengadaan barang/jasa lainnya memenuhi KD = 5
NPt (KD : Kemampuan Dasar, NPt : nilai pengalaman

tertinggi) pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk
bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun

terakhir;

j) Dalam hal bermitra yang diperhitungkan adalah kemampuan

dasar dari perusahaan yang mewakili kemitraan (lead firm);

k) Untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi dapat

ditambahkan persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga

ahli spesiaiis yang diperlukan, ataupengalaman tertenru;

1) Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank
pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan barang/jasa
sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari nilai proyek
untuk pekerjaan jasa pemborongan dan 5% (lima persen) dari

nilai proyek untuk pekerjaan pemasokan barang/jasa lainnya,

kecuali untuk penyedia barang/jasa usaha kecil termasuk

koperasi kecil;

m) Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta

personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;

n) Termasuk dalam penyedia barang/jasa yang sesuai dengan nilai

paket pekerjaan;

o) Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang

dilaksanakan khusus untuk jasa pemborongan;
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p) Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang
kompetensi dan kemampuan usaha yang dimilikinya;

q) Untuk pekerjaan jasa pemborongan memiliki sisa kemampuan
keuangan (SKK) yang cukup dan sisa kemampuan paket

(SKP).

2) Tata Cara Pascakualifikasi

a) Pengumuman pelelangan umum dengan pascakualifikasi;

b) Penyampaian dokumen kualifikasi bersamaan (menjadi satu)

dengan dokumen penawaran;

c) Evaluasi dokumen kualifikasi dilaksanakan setelah evaluasi

dokumen penawaran;

d) Penyedia barang/jasa yang dinyatakan lulus kualifikasi apabila
memenuhi persyaratan kualifikasi pada butir 1) hurufa)sampai

dengan huruf q) di atas;

e) Penawaran yang tidak memenuhi syarat kualifikasi dinyatakan

gugur.

3) Tata Cara Prakualifikasi

a) Pengumuman prakuahfikasi untuk pelelangan umum;

b) Pendaftaran dan pengambilan dokumen prakualifikasi;

c) Penyampaian dokumen prakuahfikasi oleh penyedia

barang/jasa;

d) Evaluasi dokumen prakuahfikasi yang telah dilengkapi oleh

penyedia barang/jasa;

e) Penyedia barang/jasa dinyatakan lulus kualifikasi apabila
memenuhi persyaratan kualifikasi pada butir 1) hurufa) sampai

dengan huruf q) di atas;
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f) Penetapkan daftar penyedia barang/jasa yang lulus

prakualifikasi oleh panitia/pejabat pengadaan;

g) Pengesahan hasil prakuahfikasi oleh pengguna barang/jasa;

h) Pengumuman hasil prakualifikasi;

i) Penehtian dan tindak lanjut atas sanggahan terhadap hasil

prakualifikasi;

j) Pengumuman hasil prakualifikasi sekurang-kurangnya memuat

(1) Nama dan perkiraan nilai pekerjaan serta sumber dananya;

(2) Nama dan alamat penyedia barang/jasa dan nama pengurus

yang berhak menandatangani kontrak pekerjaan untuk

setiapcalon penyedia barang/jasa;

(3)Nama dan nilai paket tertinggi pengalaman pada bidang

pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil termasuk koperasi
kecil dan subbidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan

usaha kecil dalam kurun waktu7 (tujuh) tahun terakhir,

(4)Keputusan lulus tidaknya setiap calon penyedia

barang/jasa;

k) Penyedia barang/jasa yang tidak lulus prakuahfikasi dapat

menyatakan keberatan/mengajukan sanggahan kepada

pengguna barang/jasa;

1) Apabila sanggahan/keberatan penyedia barang/jasa terbukti

benar maka panitia/pejabat pengadaan melakukan evaluasi

ulang dan daftar penyedia barang/jasa yang lulus prakualifikasi

hasil evaluasi ulang diumumkan;

m) Dalam rangka efisiensi pelaksanaan penilaian kualifikasi,

pengguna barang/jasa wajib menyediakan fomulir isian

kualifikasi penyedia barang/jasa yang memuat ringkasan

informasi dari persyaratan kualifikasi sesuai butir 1) hurufa)
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sampai dengan huruf q). Formulir isian tersebut disertai
perayataan penyedia barang/jasa yang ditanda-tangani di atas
meterai, bahwa informasi yang disampaikan dalam formulir

tersebut adalah benar dan bersedia untuk dituntut secara pidana

dan perdata serta bersedia dimasukkan dalam daftar hitam
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sehingga tidak boleh
mengikuti pengadaan untuk 2 (dua) tahun berikutnya, apabila
terbukti informasi yang disampaikan merupakan kebohongan.

Formulir isian tersebut sebagai pengganti dokumen yang

dipersyaratkan.

c Penyusunan Daftar Peserta Lelang, Penyampaian Undangan

dan Pengambflan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

1) Daftar peserta lelang yang akan diundang haras disahkan oleh

pengguna barang/jasa;

2) Apabila penyedia barang/jasa yang lulus prakualifikasi kurang dari
3 (tiga) maka dilakukan pengumuman dan proses prakuahfikasi

bagi penyedia barang/jasa yang bam;

3) Bila setelah pengumuman lelang/prakuahfikasi diulang, terayata

tidak ada tambahan calon peserta lelang yang bam atau

keselumhan peserta lelang masih kurang dari 3 (tiga) peserta, maka

panitia/pejabat pengadaan melanjutkan proses pemilihan dengan

metoda seperti pemilihan langsung apabila peserta yang

mendaftar/lulus prakuahfikasi 2 (dua) peserta atau penunjukan

langsung apabila peserta yang mendaftar/lulus prakuahfikasi hanya

1 (satu) peserta;

4) Semua calon peserta lelang yang tercatat dalam daftar peserta

lelang hams diundang untuk mengambil dokumen pemilihan

penyedia barang/jasa;
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5) Peserta lelang yang diundang berhak mengambil dokumen
pemilihan penyedia barang/jasa dari panitia/pejabat pengadaan;

6) Hanya penyedia barang/jasa yang diundang sebagai peserta lelang
yangdiperkenankan memasukkan penawaran.

d. Penjelasan Lelang (Aanwyziing)

1) Penjelasan lelang dilakukan di tempat dan pada waktu yang
ditentukan, dihadiri oleh para penyedia barang/jasa yang terdaftar

dalam daftar peserta lelang;

2) Ketidakhadiran penyedia barang/jasa pada saat penjelasan lelang
tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan

penawaran;

3) Dalam acara penjelasan lelang, haras dijelaskan kepada peserta

lelang mengenai:

a) Metoda pengadaan/penyelenggaraan pelelangan;

b) Cara penyampaian penawaran (satu sampul atau dua sampul

atau dua tahap);

c) Dokumen yang haras dilampirkan dalam dokumen penawaran;

d) Acara pembukaan dokumen penawaran;

e) Metoda evaluasi;

f) Hal-halyang menggugurkanpenawaran;

g) Jems kontrak yang akan digunakan;

h) Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga

atas penggunaan produksi dalam negeri;

i) Ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada

usaha kecil termasuk koperasi kecil;

j) Besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan

jaminan penawaran.
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4) Bila dipandang perlu, panitia/pejabat pengadaan dapat memberikan
penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan;

5) Pemberian penjelasan mengenai pasal-pasal dokumen pemilihan

penyedia barang/jasa yang berupa pertanyaan dari peserta dan

jawaban dari panitia/pejabat pengadaan serta keterangan Iain
termasuk perabahannya dan peninjauan lapangan, haras

dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang
ditandatangani oleh panitia/pejabat pengadaan dan minimal 1

(satu) wakil dari peserta yang hadir, dan mempakan bagian yang

takterpisahkan dari dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;

6) Apabila dalam BAP sebagaimana dimaksud angka 5 tersebut

terdapat hal-hal/ketentuan bara atau perabahan penting yang perlu

ditampung, maka panitia/pejabat pengadaan haras menuangkan ke

dalam adendum dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yang

menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen pemilihan penyedia

barang/jasa dan haras disampaikan dalam waktu bersamaan kepada

semua peserta secara tertuhs setelah disahkan oleh pengguna

barang/jasa. Bila ketentuan bara atau perabahan penting tersebut

tidak dituangkan dalam adendum dokumen pemilihan penyedia

barang/jasa maka bukan merupakan bagian dari dokumen

pemilihan penyedia barang/jasa dan yang berlaku adalah dokumen

pemilihan penyedia barang/jasa awal (ash).

Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran

1) Metoda penyampaian dan cara pembukaan dokumen penawaran

haras mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen

pemilihan penyedia barang/jasa.

2) Metoda penyampaian dokumen penawaran yang akan digunakan

haras dijelaskan pada waktu acara pemberian penjelasan, yaitu

apakah dengan sistem satusampul, duasampul atauduatahap.
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3) Panitia/pejabat pengadaan mencatat waktu, tanggal dan tempat

penerimaan dokumen penawaran yang diteruna melalui pos pada

sampul luar penawaran dan memasukkan ke dalam kotak/tempat

pelelangan.

4) Pada akhir batas waktu penyampaian dokumen penawaran,

panitia/pejabat pengadaan membuka rapat pembukaan dokumen

penawaran, menyatakan dihadapan para peserta pelelangan bahwa
saat pemasukan dokumen penawaran telah ditutup sesuai

waktunya, menolak dokumen penawaran yang terlambat dan/atau

tambahan dokumen penawaran, kemudian membuka dokumen

penawaran yang masuk.

5) Bagi penawaran yang disampaikan melalui pos dan diterima

terlambat, panitia/pejabat pengadaan membuka sampul luar

dokumen penawaran untuk mengetahui alamat peserta lelang.

Panitia/pejabat pengadaan segera memberitahukan kepada

penyedia barang/jasa yang bersangkutan untuk mengambil kembali

seluruh dokumen penawaran. Pengembalian dokumen penawaran

disertai dengan bukti serah terima.

6) Tidak diperkenankan mengubah waktu penutupan penyampaian

penawaran untuk hal-hal yang tidak penting. Apabila terpaksa

dilakukan perabahan waktu penutupan penyampaian penawaran

maka perabahan tersebut haras dituangkan di dalam adendum

dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dan disampaikan pada

seluruh peserta lelang.

7) Pembukaan dokumen penawaran yangmasuk dilaksanakan sebagai

berikut:

a) Panitia/pejabat pengadaan meminta kesediaan sekurang-

kurangnya 2 (dua) wakil dari peserta pelelangan yang hadir

sebagai saksi. Apabila tidak terdapat saksi dari peserta

pelelangan yang hadir, panitia/ pejabat pengadaan menunda
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pembukaan kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran
sampai dengan waktu tertentu yang telah ditentukan
panitia/pejabat pengadaan sekurang-kurangnya 2 (dua) jam.
Setelah sampai batas waktu yang telah ditentukan, wakil
peserta lelang tetap tidak ada yang hadir, acara pembukaan
kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran dilakukan
dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi di luar
panitia/pejabat pengadaan yang ditunjuk secara tertulis oleh
panitia/pejabat pengadaan;

b) Panitia/pejabat pengadaan menehti isi kotak/tempat pemasukan
dokumen penawaran dan menghitung jumlah sampul
penawaran yang masuk (tidak dihitung surat pengunduran diri)
dan bila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta,
pelelangan tidak dapat dilanjutkan dan hams diulang, kemudian
mengumumkan kembali dengan mengundang calon peserta

lelang yang bam;

c) Pembukaan dokumen penawaran untuk setiap sistem dilakukan

sebagai berikut:

(1) Untuk Sistem Satu Sampul, panitia/pejabat pengadaan
membuka kotak dan sampul dokumen penawaran di

hadapanpara peserta lelang.

(2) Untuk Sistem Dua Sampul, panitia/pejabat pengadaan
membuka kotak dan sampul I di hadapan peserta lelang.

Sampul I yang berisi data administrasi dan teknis dibuka,
dan dijadikan lampiran berita acara pembukaan dokumen

penawaran sampul LSampul 11 yang berisi data harga tidak
boleh dibuka dan sampulnya dituliskan identitas perusahaan

dan diparaf oleh panitia/pejabat pengadaan dan wakil
peserta lelang dari perusahaan yang berbeda sebelum
disimpan oleh panitia/pejabat pengadaan.
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(3) Untuk Sistem Dua Tahap, panitia/pejabat pengadaan
membuka kotak dan sampul I di hadapan peserta lelang.

Sampul I yang berisi data administrasi dan teknis dibuka,
dan dijadikan lampiran berita acara pembukaan dokumen

penawaran sampul I. Sampul II yang berisi data harga
disampaikan kemudian oleh peserta lelang bilamana telah

dinyatakan lulus persyaratan teknis dan administrasi

d) Panitia/pejabat pengadaan memeriksa, menunjukkan dan
membacakan di hadapan para peserta pelelangan mengenai

kelengkapan dokumen penawaran, yang terdiri atas:

(1) Untuk satu sampul:

(a) surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa

berlaku penawaran;

(b) jaminan penawaran asli;

(c) daftar foiantitas dan harga (khusus untuk kontrak harga

satuan).

(2) Untuk dua sampul:

(a) surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa

berlaku penawaran tetapi tidak tercantum harga

penawaran;

(b) jaminan penawaranasli.

(3) Untuk dua tahap:

(a) surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa

berlaku penawaran tetapi tidak tercantum harga

penawaran;

(b) jaminan penawaran asli;

(c) dokumen penawaran teknis dan dokumen pendukung

lainnya yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan

penyedia barang/jasa.
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e) Dalam hal dilakukan prakualifikasi, untuk menghindari
kesalahan-kesalahan kecil yang dapat menggugurkan peserta

pelelangan, maka syarat-syarat administrasi lainnya yang
diperlukan agar diminta dan dievaluasi pada saat prakualifikasi
dantidak perlu lagi dilampirkan padadokumen penawaran;

f) Panitia/pejabat pengadaan tidak boleh menggugurkan
penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk
penawaran yang terlambat memasukkan/menyampaikan

penawarannya;

g) Panitia/pejabat pengadaan segera membuat berita acara
pembukaan dokumen penawaran terhadap semua penawaran

yang masuk;

h) Setelah dibacakan dengan jelas, berita acara ditandatangani oleh
panitia/pejabat pengadaan yang hadir dan dua orang wakil
peserta lelang yang sah yang ditunjuk oleh para peserta lelang

yang hadir,

i) Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran,

maka penyebab penundaan tersebut haras dimuat dengan jelas
di dalamberitaacarapembukaan penawaran (BAPP);

j) BAPP dibagikan kepada wakil peserta pelelangan yang hadir

tanpa dilampiri dokumen penawaran.

Evaluasi Penawaran

1) Pelaksanaan evaluasi penawaran dilakukan oleh panitia/pejabat

pengadaan terhadap semua penawaran yang masuk. Evaluasi
tersebut mehputi evaluasi administrasi, teknis, dan harga

berdasarkan {criteria, metoda, dan tatacara evaluasi yang telah

ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.
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2) Pada tahap awal, panitia/pejabat pengadaan dapat melakukan
koreksi aritmatik terhadap semua penawaran yang masuk dan

melakukan evaluasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran

terendah setelah koreksi aritmatik.

3) Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai
dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi yang ditetapkan
dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, tanpa ada
penyimpangan yang bersifat penting^okok atau penawaran

bersyarat.

4) Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran

bersyarat adalah:

a) jenis penyimpangan yang berpengarah terhadap hal-hal yang
sangat substantif dan akan mempengaruhi lingkup, kualitas,
dan has&lkwexialperformance pekerjaan;

b) substansi kegiatan tidak konsisten dengan dokumen pemilihan

penyedia barang/jasa;

c) adanya penawaran dari penyedia barang/jasa dengan
persyaratan tambahan di luar ketentuan dokumen pemilihan
penyedia barang/jasa yang akan menimbuflcan persaingan tidak
sehat dan/atau tidak adil di antara peserta lelang yang

memenuhi syarat.

5) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi,

apabila:

a) Syarat-syarat yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan

penyedia barang/jasa dipenuhi/ dilengkapi dan isi setiap
dokumen benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen

penawaran ditandatangani oleh orang yang berwenang;

b) Dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya

persaingan yang sehat, tidak terjadi pengaturan bersama
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(kolusi) di antara para peserta dan/atau dengan panitia/pejabat
pengadaan yang dapat merugikan negara dan/atau peserta

lainnya;

c) Surat jaminan penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut

(1) diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank

perkreditan rakyat) atau oleh perusahaan asuransi yang

mempunyai program asuransi kerugian {surety band) yang

mempunyai dukungan reasuransi sebagaimana persyaratan

yangditetapkan olehMenteri Keuangan.

(2)masa berlaku jaminan penawaran tidak kurang dari jangka

waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia

barang/jasa.

(3) nama peserta lelang sama dengan nama yang tercantum

dalam surat jaminan penawaran.

(4) besar jaminan penawaran tidak kurang dari nilai nominal

yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia

barang/jasa.

(5) besar jaminan penawaran dicantumkan dalam angka dan

huruf.

(6) nama pengguna barang/jasa yang menerima jaminan

penawaran sama dengan nama pengguna barang/jasa yang

mengadakan pelelangan.

(7) paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan

yang dilelang.

(8) isi suratjaminan penawaran hams sesuai dengan ketentuan

dalam dokumen pemilihan penyediabarang/jasa.

28



Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dan/atau meragukan
dalam surat jaminan penawaran perlu diklarifikasi dengan

pihak yang terkait tanpa mengubah substansi dari jaminan

penawaran.

d) Surat penawaran (contoh untuk sistem satu sampul):

(1) ditandatangani oleh r>eniimpin/direktur utama perusahaan

atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama

penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau

perabahannya, atau kepala cabang perusahaan yang

diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan

dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian

kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang

bekerjasama;

(2) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari
waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia

barang/jasa;

(3) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak
melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen

pemilihan penyediabarang/jasa;

(4) bermaterai,dan bertanggal.

e) Daftar kuantitas dan harga satuan setiap jenis/item pekerjaan

untuk kontrak harga satuan diisi dengan lengkap kecuali

ditentukan lain dalam dokumen pemilihan penyedia

barang/jasa. Sedangkan untuk kontrak lumpsum, bila

diperlukan, daftar kuantitas dan harga hanya sebagai

pelengkap. Daftar rincian kuantitas dan harga satuan dalam

sistem kontrak lumpsum tidak dapat dijadikan dasar untuk

menggugurkan penawaran dan perhitungan prestasi kerja

berkaitan dengan persyaratan pembayaran;
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f) Anahsis harga satuan pekerjaan utama haras disampaikan

dengan lengkap sesuai yang ditentukan dalam dokumen

pemilihan penyediabarang/jasa;

g) Telah meranasi kewajiban membayar pajak tahun terakhir,

dibuktikan dengan melampirkan foto copy bukti tanda terima

penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan

(PPh) tahun terakhir, dan foto copy Surat Setoran Pajak (SSP)

PPh Pasal 29, yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak

setempat, sesuai dengan domisili pemsahaan yang

bersangkutan;

h) Terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan,

panitia/pejabat pengadaan dapat melakukan kiarifikasi dan

terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi

dilanjutkan dengan evaluasi teknis. Terhadap penawaran yang

tidak memenuhi persyaratan administrasi tidak dilanjutkan

dengan evaluasi teknis.

6) Panitia/pqabat pengadaan melakukan evaluasi teknis terhadap

semua penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi.

Faktor-faktor yang dinilai pada evaluasi teknishams sesuaidengan

yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.

Panitia/pejabat pengadaan tidak diperkenankan menambah

dan/atau mengurangi faktor-faktor yang dinilai dan tatacara

penilaian yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia

barang/jasa.

7) Untuk pengadaan jasa pemborongan, penawaran dinyatakan

memenuhi persyaratan teknis, apabila:

a) Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi

persyaratan substantif yang ditetapkan dalam dokumen

pemilihan penyedia barang/jasa dan diyakini menggambarkan

penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan;
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b) Jadual waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak

melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam dokumen

pemilihan penyediabarang/jasa;

c) Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal yang

disediakan sesuai dengan dokumen pemilihan penyedia

barang/jasa;

d) Spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan

dalamdokumen pemilihan penyedia barang/jasa;

e) Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai

dengan persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan

penyedia barang/jasa serta posisinya dalam manajemen

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan

yang diajukan;

f) Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan

persyaratan yang dicantumkan dalam dokumen pemilihan

penyedia barang/jasa;

g) Memenuhi syarat teknis lainnya yang ditetapkan dalam

dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.

8) Untuk pengadaan barang/jasa lainnya, penawaran dinyatakan

memenuhipersyaratan teknis, apabila:

a) Memenuhi spesifikasi teknis barang yang ditawarkan

berdasarkan contoh, brosur, dan gambar-gambar yang

ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;

b) Jadual waktu penyerahan barang/jasa lainnya tidak melampaui

batas waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan

penyedia barang/jasa;

c) Identitas barang/jasa lainnya yang ditawarkan tercantum

dengan lengkap dan jelas;

d) Jumlah barang/jasa lainnya yang ditawarkan tidak kurang dari

yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia

barang/jasa;
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e) Memenuhi syarat teknis lainnya yang ditetapkan dalam

dokumenpemilihanpenyediabarang/jasa.

9) Tidak dapat menggugurkan tekms berdasarkan analisa harga

satuan.

10) Apabila dalam evaluasi teknis termaksud pada butir 7)dan butir 8)

terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, panitia/pejabat

pengadaan melakukan klarifikasi dengan pihak penawar. Terhadap

penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan dilanjutkan

dengan evaluasi kewajaran harga, sedangkan terhadap penawaran

yangtidak memenuhi persyaratan teknis dinyatakan gugur.

11) Dalam sistem satu sampul, panitia/pejabat pengadaan dapat

langsung melakukan evaluasi kewajaran harga secara rinci bagi

penawaran yang memenuhi persyaratan achninistrasi dan teknis

tersebut. Dalam sistem dua sampul, panitia/pejabat pengadaan

mengumumkan hasil evaluasi administrasi dan teknis serta

mengundang penawar yang lulus untuk menyaksikan pembukaan

sampul II (penawaran harga).

12) Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi

kewajaran harga adalah hal-hal yang pokok atau penting, meliputi

a) Total harga penawaran terhadap pagu anggaran:

(1) apabila total harga penawaran melebihi pagu anggaran

dinyatakan gugur,

(2) apabila semua harga penawaran di atas pagu anggaran

dilakukan lelang ulang.

b) unsur-unsur yang mempengaruhi substansi/lingkup/kualitas

pekerjaan untuk kontrak harga satuan, apabila mata

pembayaran utama di bawah persyaratan/spesifikasi yang

ditentukan dalamdokumen pemilihan penyediabarang{jasa dan

32



akan mempengaruhi substansi/kuahtas pekerjaan, maka

penawaran dinyatakan gugur;

c) harga satuan timpang yang nilainya lebih besar dari 110%

(seratus sepuluh persen) dari HPS dilakukan klarifikasi.

Apabila setelah dilakukan klarifikasi temyata harga satuan

tersebut timpang, maka harga satuan timpang hanya berlaku

untuk volume sesuai dengan dokumen pemilihan penyedia

barang/jasa;

d) mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis

dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut haras tetap

dilaksanakan, dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan

lainnya;

e) untuk kontrak lumpsum atau kontrak harga satuan yang harga

satuannya ditulis dalam angka dan huruf, apabila terdapat

perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf maka

nilai penawaran yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;

f) koreksi aritmatik dilakukan sebagai berikut:

(1) volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen

penawaran disesuaikan dengan yang tercantum dalam

dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;

(2) apabila terjadi kesalahan hasil pengalian antara volume

dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan

pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang

ditawarkan tidak boleh diubah;

(3)jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap

sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain,

dan harga satuan pada surat penawaran tetap dibiarkan

kosong.
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g) hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai atau urutan

penawaran menjadi lebih tinggi atau lebih rendah terhadap

urutan penawaran semula.

h) memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi

dalam negeri.

13) Dalammengevaluasi kewajaran harga penawaran dapatdilakukan:

a) klarifikasi dalam halpenawaran komponen dalamnegeriterlalu

tinggi dibandingkan dengan perkiraan panitia/pejabat

pengadaan;

b) klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dinilai

terlalu rendah. Apabila dari hasil klarifikasi terbukti dinilai

harganya terlampau rendah, dan peserta lelang tetap

menyatakan mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dokumen

pemilihan penyedia barang/jasa, maka peserta lelang tersebut

haras bersedia untuk menaikkan jaminan pelaksanaannya

menjadi sekurang-kurangnya persentase jaminan pelaksanaan

yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia

barang/jasa dikalikan 80% (delapan puluh persen) HPS,

bilamana ditunjuk sebagai pemenang lelang. Dalam hal peserta

lelang yang bersangkutan tidak bersedia menambah nilai

jaminan pelaksanaannya, maka penawarannya dapat

digugurkan dan jaminan penawarannya disita untuk negara,

sedangkan penyedia barang/jasa itu sendiri, di black list

(didaftar hitamkan) selama 1 (satu) tahun dan tidak

diperkenankan ikut serta dalam pengadaan barang/jasa pada

instansi pemerintah.

14) Penilaian kualifikasi untuk pelelangan dengan pascakuahfikasi

terhadap 3 (tiga) penawaran terendah yang responsif.
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g. Pembuktian Kualifikasi

Terhadap penyedia barang/jasa yang akan diusulkan sebagai

pemenang dan pemenang cadangan, dilakukan verifikasi terhadap semua

data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan

meminta rekaman atau ash dokumen yang sah dan bila diperlukan

dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait.

h. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan

1) Panitia/pejabat pengadaan membuat kesimpulan dari hasil evaluasi

administrasi, tekms, dan hargadituangkan dalam berita acarahasil

pelelangan (BAHP). BAHP memuat hasil pelaksanaan pelelangan,

termasuk cara penilaian, ramus-ramus yang digunakan, sampai

dengan penetapan urutan pemenangnya berupa daftar peserta

pelelangan yang dimulai dari harga penawaran terendah. BAHP

ditandatangani oleh ketua dan semua anggota panitia/pejabat

pengadaan atau sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah

anggota panitia.

2) BAHP bersifat rahasia sampai dengan saatpenandatangan kontrak.

3) BAHP hams memuathal-hal sebagai berikut:

a) Nama semua peserta lelang dan harga penawaran dan/atau

harga penawaran terkoreksi, darimasing-masing peserta lelang;

b) Metoda evaluasi yang digunakan;

c) Unsur-unsur yang dievaluasi;

d) Rumus yang dipergunakan;

e) Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal

ikhwal pelaksanaan pelelangan;

f) Tanggal dibuatnya berita acara sertajumlah pesertayang lulus

dan tidak talus pada setiap tahapan evaluasi;

g) Penetapan urutan dari 1 (satu) calon pemenang dan 2 (dua)

cadangan. Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat.
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BAHP haras mencantumkan pemyataan bahwa pelelangan

dinyatakan gagal, dan haras segera dilakukan pelelangan ulang.
Apabila peserta lelang yang memenuhi syarat kurang dari 3
(tiga), maka penyedia barang/jasa tersebut tetap diusulkan
sebagai calonpemenang lelang.

Penetapan Pemenang Lelang

1) Panitia/pejabat pengadaan menetapkan calon pemenang lelang
yang menguntungkan bagi negara dalam arti:
a) Penawaran memenuhi syarat administratif dan teknis yang

ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;

b) Perhitungan harga yang ditawarkan adalah terendah yang

responsif;

c) Telah memperhatikan penggunaan semaksimal mungkin hasil

produksi dalamnegeri;

d) Penawaran tersebut adalah terendah di antara penawaran yang

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam butir I) huruf

a) sampai dengan huruf c).

2) Calon pemenang lelang haras sudah ditetapkan oleh panitia/pejabat
pengadaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah
pembukaan penawaran dalam sistem satu sampul, atau atau 7
(tujuh) hari kerja setelah pembukaan sampul II pada sistem dua

sampul atau dua tahap.

3) Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang lelang mengajukan
harga penawaran yang sama, maka panitia/pejabat pengadaan
menehti kembali data kualifikasi peserta yang bersangkutan, dan

memilih peserta yang menurat pertimbangannya mempunyai

kemampuan yang lebih besar, dan hal ini dicatat dalam berita

acara.
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4) Panitia/pqabat pengadaan membuat dan menyampaikan laporan

kepada pengguna barang/jasa atau kepada pejabat yang

berwenang mengambil keputusan untuk menetapkan pemenang

lelang, melalui pengguna barang/jasa. Laporan tersebut disertai

usulan calon pemenang dan penjelasan atau keterangan lain yang

dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil

keputusan.

a) Untuk pengadaan barang/jasa yang bemilai sampai dengan

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar mpiah), apabila

pengguna barang/jasa tidak sependapat dengan usulan

panitia/pejabat pengadaan, maka pengguna barang/jasa

membahas hal tersebutdengan panitia/pejabat pengadaan untuk

mengambil keputusan sebagaiberikut:

(1) menyetujui usulan panitia/pejabat pengadaan; atau

(2) menetapkan keputusan yang disepakati bersama untuk

melakukan evaluasi ulang atau lelang ulang atau

menetapkan pemenang lelang, dan dituangkan dalam berita

acara yang memuat keberatan dan kesepakatan masing-

masing pihak; atau

(3) bila akhirnya tidak tercapai kesepakatan, maka akan

diputuskan oleh Menteri/Panglima TNI/Kapohi/Kepala

LPND/Gubernur/ Bupati/Walikota/Dewan Gubernur

Bl/Pimpinan BHMN/ Direktur Utama BUMN/BUMD dan

bersifat final.

b) Untuk pengadaan yang bemilai di atas Rp50.000.000.000,00

(lima puluh miliar mpiah), apabila pengguna barang/jasa tidak

sependapat dengan usulan panitia/pejabat pengadaan, maka

pengguna barang/ jasa membahas hal tersebut dengan
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panitia/pqabat pengadaan untuk mengambil keputusan sebagai

berikut:

(1) menyetujui usulan panitia/pejabat pengadaan untuk
dimintakan persetujuan kepada Menteri/Panglima

TNI/Kapolri/Kepala LPND/
Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubemur Bl/Pimpinan

BHMN/Direktur Utama BUMN/BUMD; atau

(2) menetapkan keputusan yang disepakati bersama untuk
melakukan evaluasi ulang atau lelang ulang, dan

dituangkan dalam berita acara serta dilaporkan kepada
Menteri/Panglima TNI/Kapolri/ Kepala
IJND/Gubemur/Bupati/Walikota/Dewan Gubemur BI/

Pimpinan BHMN/Direktur Utama BUMN/BUMD; atau

(3) apabila masih belum ada kesepakatan maka dilaporkan
kepada Menteri/Panglima TNI/ Kapolri/Kepala
LPND/Gubernur/Bupati/ Walikota/ Dewan Gubemur

Bl/Pimpinan BHMN/ Direktur Utama BUMN/ BUMD,
dengan catatan keberatan dari pengguna barang/jasa, untuk

diputuskan dan bersifat final,

c) Untuk pengadaan yang bemilai di atas Rp50.000.000.000,00
(lima puluh miliar rupiah), apabila pengguna barang/jasa
dan/atau panitia/pejabat pengadaan pengadaan tidak sependapat
dengan keputusan Menteri/Panglima TNI/Kapolri/Kepala
LPND/Gubernur/ Bupati/Walikota/Dewan Gubemur

Bl/Pimpinan BHMN/Direktur Utama BUMN /BUMD, maka:

(1) Penetapan pemenang lelang atau keputusan lain diserahkan
kepada Menteri/Panglima TNI/Kapolri/Kepala

LPND/Gubernur/ Bupati/Wahkota/ Dewan Gubernur

Bl/Pimpinan BHMN/Direktur Utama BUMN/BUMD dan
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panitia/pqabat pengadaan pengadaan dan pengguna barang
jasa tidak perlu melakukan perabahan berita acara evaluasi.

(2) Keputusan Menteri/Panglima TNI/Kapolri/Kepala LPND/
Gubemur/Bupati/Walikota/ Dewan Gubemur Bl/Pimpinan

BHMN/Direktur Utama BUMN/BUMD bersifat final

5) Usulan penetapanpemenang lelang disusun sesuai dengan urutannyadan

hams memuat:

a) Namadan alamat penyedia barang/jasa;

b) Harga penawaran setelah dikoreksi aritmatik;

c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

6) Pemenang lelang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

menetapkan berdasarkan usulan panitia/pejabat pengadaan melalui

pengguna barang/jasa. Pejabat yang berwenang segera menetapkan

pemenang lelang dan mengeluarkan surat penetapan penyedia

barang/jasa, serta menyampaikannya kepada panitia/pejabat

pengadaan selambat-lambatnya:

a) Lima hari kerja untuk penetapan oleh pengguna barang/jasa;

b) Empat belas hari kerja untuk penetapan oleh Menteri/Panglima
TNI/Kapolri/Kepala PND/Gubemur/Bupati/Walikota/Dewan

Gubemur Bl/Pimpinan BHMN/Direktur Utama

BUMN/BUMD.

Ketentuan butir a) dan butir b) terhitung sejak surat usulan

penetapan pemenang lelang tersebut diterima oleh pejabat yang

berwenangmenetapkan pemenang lelang.

7) Data pendukung yang dipertakan untuk menetapkan pemenang

lelang adalah:

a) Dokumen pemilihan penyedia barang/jasa beserta adendum

(bila ada);

b) Berita acara pembukaanpenawaran (BAPP);
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c) Berita acara hasil pelelangan (BAHP);

d) Ringkasan prosespelelangan dan hasilpelelangan;

e) Dokumen penawaran dari calon pemenang pelelangan dan

cadangan calon pemenang yang telah diparaf panitia/pejabat

pengadaan dan 2 (dua)wakilpeserta lelang;

f) Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang

lelang dan mengakibatkan penawaran/jaminan penawaran habis

masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada setaruh

peserta lelang untuk memperpanjang surat penawaran dan

jaminan penawaran. Calon pemenang lelang dapat

mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi.

j. Pengumuman Pemenang Lelang

Pemenang lelang diumumkan dan diberitahukan oleh

panitia/pejabat pengadaan kepada para peserta selambat-lambatoya 2 (dua)

hari kerja setelah diterimanya surat penetapan penyedia barang/jasa dari

pejabat yang berwenang.

k. Sanggahan Peserta Lelang dan Pengaduan Masyarakat

1) Kepada peserta lelang yang berkeberatan atas penetapan pemenang

lelang diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara

tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah

pengumuman pemenang lelang.

2) Sanggahan disampaikan kepada pejabat yang berwenang

menetapkan pemenang lelang, disertai bukti-bukti terjadmya

penyimpangan, dengan tembusan disampaikan sekurang-kurangnya

kepada unit pengawasan internal. Sanggahan yang disampaikan

kepada bukan pejabat yang berwenang menetapkan pemenang

lelang dianggap sebagai pengaduan dan tetap haras ditindaklanjuti.
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3) Sanggahan wajib diajukan oleh peserta lelang baik secara sendiri-

sendiri maupun bersama dengan peserta lelang lain apabila telah

terjadi penyimpangan prosedur yang merugikan negara dan/atau

masyarakat diragikan, mehputi:

a) Panitia/pejabat pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang

menyalahgunakan wewenangnya; dan/atau

b) Pelaksanaan pelelangan menyimpang dariketentuan yang telah

ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;

dan/atau

c) Terjadi praktek KKN di antara peserta lelang dan/atau dengan

anggota panitia/pejabat pengadaan/pejabat yang berwenang;

dan/atau

d) Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan

pelelangan tidak adil, tidak transparan dan tidak terjadi

persaingan yang sehat.

4) Panitia/pejabat pengadaan sepenuhnya bertanggung jawab atas

seluruh proses pelelangan dan hasil evaluasi yang dilakukan.

Panitia/pejabat pengadaan wajib menyampaikan bahan-bahan,

yang berkaitan dengan sanggahan peserta lelang yang

bersangkutan baik secara tertuhs maupun Iisan kepada pejabat

yangberwenang memberikan jawaban atassanggahan tersebut

5) Pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang

memberikan jawaban tertuhs selambat-lambatoya dalam 5 (lima)

hari kerja atas sanggahan tersebut secara proporsional sesuai

dengan masalahnya dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Apabila pelaksanaan evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan

yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia

barang/jasa karena kesalahan atau kelalaian panitia/pejabat

pengadaan, maka pejabat yang berwenang memerintahkan

panitia/pejabatpengadaanmelakukan evaluasi ulang;
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b) Apabila terbukti terjadi KKN antara pq'abat yang berwenang,

anggota panitia/pqabat pengadaan dengan peserta lelang

tertentu yang meragikan peserta lainnya, maka diambil

tindakan dengan memberhentikan pejabat/anggota

panitia/pejabat pengadaan dari jabatannya dan menggugurkan

penawaran peserta yang terlibat KKN tersebut. Kemudian

pejabat yang berwenang mengganti panitia/pejabat pengadaan

dengan pejabat lain untuk melakukan evaluasi ulang;

c) Peserta lelang yang terlibat KKN dan rekayasa sebagaimana

pada butir 3).c) dan butir 3).d) dikenakan sanksi berupa

pencairan jaminan penawaran dan dilarang untuk mengikuti

kegiatan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah selama

1 (satu) tahun;

d) Apabila pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan prosedur

yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia

barang/jasa, maka dilakukan pelelangan ulang dimulai dari

pengumuman kembali oleh panitia/pejabat pengadaan yang

bara.

6) Apabila peserta lelang yang menyanggah tidak dapat menerima

jawaban atas sanggahan dari pengguna barang/jasa, maka peserta

lelang tersebut dapat mengajukan sanggahan banding kepada

Menteri/PanghmaTNI/KapoW/KepalaLP>TO/GuDemur/Bup^

iko-ta/Dewan Gubemur BI/ Pimpinan BHMN/Direktur Utama

BUMN/BUMD, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak

diterimanya jawaban sanggahan tersebut. Sedangkan proses

pengadaan dapat dilanjutkan tanpa hams menunggu hasil

keputusan tersebut
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3.6 Sistem Manajemen Konstruksi

Pada sistem manajemen konstruksi proses pemilihan kontraktor adalah

serangkain kegiatan mulai dari mengidentifikasi keperluan jasa kontraktor oleh

pemilik, mempersiapkan paket lelang, sampai tanda tangan kontrak untuk

menangani implementasi proyek. Dalam bidang konstruksi sebutan kontraktor

sebenaraya diperuntukkan bagi perorangan maupun perusahaan yang

melaksanakan tugasnya berdasarkan pada suatu ikatan kontrakPada umumnya

profesi kontraktor konstruksi dapat dibedakan berdasarkan pada pekerjaan atau

spesialisasinya. Ada yang berspesialisasi sebagai perencana proyek, konsultan,

manajer konstruksi atau penyehaan,yang menggunakan berbagai ketrampflan dan

keahhannya di bawah wewenang manajemennya. Mengingat besaraya sumber

daya yang telibat, serta resiko yang dihadapi, maka dalam usaha mendapatkan

kontraktor yang diharapkan mampu melaksanakan tugas yang diberikan, perlu

diterapkan seleksi yang ketat

Nilai kontrak adalah jumlah kompensasi yang dihasilkan kepada kontraktor

atas jasa dan meterial yang telah diberikan. Pengaturan atau sifat pembayarannya

bermacam - macam sesuai dengan perjanjian yangtelah disetujui, seperti kontrak

denga hargatetap (lump sum ) dan kontrak dengan hargatidaktetap(costplus).

Disini yang perlumendapat perhatian adalah keduabelabpihak haras memahami

prosedur yang mengatur mekanisme serta persyaratan pembayaran, sebetam

realisasinya dapat dilaksanakan.

3.6.1 Tugas dan Tanggung Jawab Manajer Konstruksi

Tugas dan tanggung jawab manajer konstruksi adalah memberikan saran

atau rekomendasi tentang kelayakan konstruksi, penghematan yang mungkin

dilakukan , ketersediaan persediaan berbagai macam material bangunan dan

tenaga kerja, waktu dan biaya yang diperlukan untuk konstruksi. Disamping itu,

manajer konstruksi juga melakukan evaluasi bila terjadi penyimpangan sasaran

biaya proyek yang dianggarkan atau penyelesaian proyek tidak terpenuhi, dan

dengan segera manajer konstmksi memberikan pertimbangan kepada pemilik

proyek dan konsultan perencana.
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3.6.2 Keuntungan Manajemen Kontruksi

Tujuan utama manajemen konstruksi adalah mengelola proses transformasi

gambar-gambar dan spesifikasi menjadi bentuk bangunan fisik sehingga mampu

menghasilkan produk dan pelayanan yang merapakan tujuan fungsional proyek.

Manajemen konstruksi akan memusatkan perhatiannya pada pelaksanaan

konstruksi, pada saat pelaksanaan konstruksi fisik dimulai pemberi tugas dapat

menugaskan seorang staf eksekutif senior untuk untuk bertindak selaku manajer

konstruksi Adapun keuntungan menggunakan manajemen konstruksi adalah

sebagai berikut:

1. Manajemen konstruksi adalah agen profesional dari si pemilik dan

anggota tim perancang proyek.

2. Manajemen konstruksi memiliki masukan selama tahap perencanaan

dan desain untuk mengefektifkan waktu, biaya dan kualitas

penjadwalan serta pengendalian proyek.

3. Keterlibatan manajemen konstruksi selama perencanaan dan desain

memberikanpemilik informasi terpercaya tentang biaya danjadwaL

4. Manajemen konstruksiakan menghasilkanproses penyelesaianproyek

yang lebih efektifsehingga mengasilkan anggaran yang efektifpula.

5. Manajemen konstruksi menggunakan prosedur Fast Track, melakukan

Overlap antara tahap desain dan konstruksi proyek sehingga waktu

antara tahap desain dan pemakaian akan berkurang.

6. Manajemen konstruksi dapat memulai konstruksi dan memesan bahan

yang memerlukan waktu pengantaran yang lama sebetam seluruh

desain diselesaikan sehingga pemilik mendapatkan keuntungan sejak

tahap awal.

7. Manajemen konstruksi meningkatkan fleksibilitas seluruh proyek,

temtama pada tahap desain dan konstruksi, penetapan anggaran dan

kontrak bisa dibuat segera.

8. Manajemen konstruksi mengizinkan keterlibatan pemilik dalam

pembuatan keputusan seluruh tahapan desain dan konstruksi serta
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memberikan kebebasan kepada pemilik untuk menentukan kuahtas

yang diinginkan dan ketepatan waktu penyelesain serta penggunaan

biaya secara terperinci.

9. Manajemen konstruksi melakukan value analysis terhadap ahemative

prosedur desain dan konstruksi dari tahap awal pengembangan desain.

10. Antara pemilik, MK, Arsitek, dan Kontraktor memiliki tujuan yang

sama.

11. Dalam pembuatan keputusan, altematif pilihan didapat berdasarkan

factor waktu, biaya, dan kuahtas.

12. Tender yang kompetitifbisa dilakukan pada semua subkontrak proyek.

Manajemen konstmksi mengembangkan penawaran yang kompetitif

berdasarkan hukum, sama seperti kontraktor utama

13. Manajemen konstruksi memilih kontraktor sesuai keahhan pada tahap

konstruksi, dan dapat memastikan kemampuan kontraktor yang

kompeten.

14. Pemilik tetap dalam pengendahan penuh terhadap tiap sen uang yang

ia keluarkan dan bisa merencanakan cash flow untuk keuntungan

keuangannya.

15. Teknologi terbara dan kondisi pemasaran terkini lebih dipakai dalam

proses pengambilan keputusan.

16. Revisi dapat dibuat dengan efisien untuk memenuhi perabahan yang

diinginkan pemilik, atau lebih jauh lagi untuk mengontrol biaya atau

jadwal selama masa pengerjaan proyek.

17. Manajemen konstruksi mengurangi keterikatan. tiap kontraktor hanya

punya keterikatan sesuai porsi pekerjaan yang dikerjakannya.

Struktural financial digolongkan dan kesalahan financial tidak akan

menyebar.

18. Manajemen konstruksi menghasilkan kemungkinan penghematan

dalam asuransi dan pajak.

19. Manajemen konstruksi membantu para arsitek untuk memenuhi

dateline tugas mereka.
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